
BAB V 

PENUTUP 

 

1.1 KESIMPULAN  

1. PerananSubseksi Penanganan Sengketa,Konflik dan Perkara Pertanahan di 

Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Manggarai Barat dalam 

menyelesaikan sengketapertanahan melalui jalur mediasi adalah sebagai 

mediator. Adapun peranan subseksi penanganan sengketa, konflik dan 

pertanahan sebagai mediator pada saat mediasi sudah menjalan peranannya 

dengan baik dan semaksimal mungkin. 

2. Hambatan dalam proses mediasi oleh Subseksi Penanganan Sengketa, 

Konflik dan Perkara Pertanahan Di Kantor Badan Pertanahan Nasional 

Kabupaten Manggarai Barat yaitu: 

a. Para pihak yang masih membawa perasaan emosinya sehingga sulit untuk 

melakukan mediasi dan sulit untuk mendapatkan kesepakatan para pihak. 

b. Lokasi sengketa yang sulit di jangkau akibat dari kurangnya sarana  

transportasi. 

c. Para pihak yang bersengketa memakai kuasa hukum maka ada beberapa 

kuasa hukum yang lebih memilih memenangkan perkara di pengadilan.  

d. Ketidakhadiran salah satu pihak dalam proses mediasi bahkan terkadang 

kedua belah pihak juga tidak menghadiri proses mediasi padahal  

Subseksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan di 

Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Manggarai Barat sudah 

memanggil para pihak untuk menghadiri proses mediasi. 

 



1.2 SARAN 

1. Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat harus lebih meningkatkan 

kualitas sumber daya manusianya dalam hal ini kepada subseksi penanganan 

sengketa, konflik dan perkara pertanahanyang menangani sengketa melalui 

mediasi, agar mampu memberikan kinerja yang terbaik sebagai mediator 

terutama senantiasa siap dan sigap dalam menjalankan tugas, sehingga nantinya 

mampu mengatasi berbagai kendala yang mengiringi upaya dalam melakukan 

proses mediasi sengketa tanah dan mampu berhadapan dengan para pihak 

bersengketa yang mempunyai karateristik yang bermacam-macam. 

2. Subseksi Penanganan Sengketa, Konflik Dan Perkara Pertanahan agar 

mensosialisasikan keberadaannya sebagai lembaga yang dapat menjadi pelayan 

masyarakat, yang mampu mengupayakan penyelesaian sengketa tanah melalui 

cara mediasi kepada khlayak umum, melalui sosialisasi. Dalam hal ini yang 

disosialisasikan dapat berupa banyaknya mediasi yang telah berhasil 

menyelesaikan permasalahan tanah, kemudian tentang jenis-jenis tanah yang 

berpotensi untuk diselesaikan melalui mediasi, dan materi lain yang berkenaan 

dengan upaya penyelesaian sengeketa-sengketa pertanahan. Dengan begitu, 

masyarakat lebih familiar dengan alternatif penyelesaian tersebut, sehingga 

menjadi salah satu solusi bagi masyarakat dalam penyelesaian sengketa tanah, 

sekaligus untuk mengurangi penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi. 
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